BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Seorang dokter yang melakukan praktik pada klinik kesehatan online
tidak berhak dan tidak dapat memberikan diagnosis terhadap seorang
pasien, sekalipun terdapat persetujuan dari pasien tersebut. Hal tersebut
dikarenakan dalam melakukan diagnosis diperlukan serangkaian
pemeriksaan fisik dan mental terhadap pasien yang menjadi
kewenangan dokter tersebut sebagaimana pada Pasal 35 ayat (1) huruf
b UU Praktik Kedokteran dan ditegaskan pula pada Pasal 45 ayat (3)
huruf a bahwa UU Praktik Kedokteran bahwa tindakan dokter
memerlukan sekurang-kurangnya diagnosis. Maka kata “sekurang-
kurangnya” telah menggeser makna “wewenang” pada Pasal 35 ayat (1)
yang memungkinkan bahwa wajib bagi seorang dokter melakukan
diagnosis, dimana dalam diagnosis wajib pula melakukan pemeriksaan
secara fisik. Selain itu, klinik kesehatan online belum dapat dikatakan
sebagai klinik kesehatan sebagaimana yang tertera pada Permenkes
9/2014 tentang klinik, sehingga akhirnya dapat berpengaruh pada
intregitas atas SIP dokter tersebut dan berpotensi mencederai Ketentuan
Pidana pada Pasal 76 UU Praktik Kedokteran. Oleh karena itu maka
seorang pasien tetap diharuskan memilih pemeriksaan secara manual
dimana seorang dokter memeriksa secara langsung seperti layaknya
memeriksa di puskesmas, klinik, atau rumah sakit.

1.2 Pertanggung jawaban atas dokter yang berpraktik dalam klinik
kesehatan online yaitu dalam bentuk adanya pemberian sanksi dari
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan
Ketentuan Pidana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran.
Sedangkan dalam pertanggungjawabannya terhadap pasien telah
terhapus dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam
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perjanjian terapeutik antara keduanya yaitu mengenai klausa hukum
yang halal. Apabila dalam hal ini telah terjadi kerugian yang dialami
oleh pasien, maka dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan
ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran.

2. Saran

2.1 Padanan kata klinik” tidak pantas untuk dipadukan dengan kata online
karena dapat menciptakan kerancuan dalam perihal tindakan
kedokteran, sehingga apabila pemerintah masih ingin mewujudkan
wacana mengenai pengembangan telemedika maka lebih baik membuat
aturan khusus terkait klinik online, agar memiliki legitimasi yang kuat
dan tidak berbenturan dengan undang-undang lainnya.

2.2 Para dokter yang masih melakukan praktik klinik kesehatan online
untuk memberikan batas kewenangan dokter dalam berpraktik. Seperti
hal nya pada aplikasi di Alodokter, dokter hanya memiliki kewenangan
untuk memberikan penyuluhan dan saran kepada pengguna. Hal
tersebut tidak melanggar Undang-Undang serta tidak membahayakan
dokter dan pasiennya, sehinga sejalan dengan tujuan UU Praktik
Kedokteran yang terdapat pada Pasal 3 UU Praktik Kedokteran.
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